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Abstract 
The Indonesian government changes the tax rate for businesses that generate certain 
income in 2018. This study aims to examine the effect of changes in tax rates, knowledge 
of tax regulations, and the services quality of the tax officers against taxpayers 
compliance in the MSME sector in Tangerang Regency with application of PP no 
23/2018. This research is a quantitative descriptive study. The population in this study 
was 1,851 people. The type of data used in this study, namely primary data, data 
collection methods used in this study in the form of a questionnaire. The sample selection 
technique used in this study is convenience sampling. The number of samples used in this 
study were 115 people. The software used in this study is SPSS 24.0 Software. This study 
concludes of changes in tax rates, knowledge of tax regulations, and the services quality 
of the tax officers have a positive effect on taxpayer compliance for MSME entrepreneurs 
in Tangerang Regency. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang Penelitian 
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, melakukan pembangunan di 
segala bidang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui  
pembangunan nasional. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut, 
pemerintah membutuhkan biaya berupa anggaran pembangunan yang diharapkan berasal 
dari dalam negeri yaaitu dari sumber penerimaan negara dengan jumlah tidak sedikit. 
Sumber penerimaan yang dimaksud berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara) yang salah satunya disumbangkan dari sektor pajak. 
Pajak pada dasarnya merupakan kontribusi dari masyarakat kepada negara untuk 
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib 
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia update terakhir 16 
April 2019 PPh (Pajak atas Penghasilan) memberikan kontribusi terbesar bagi 
penerimaan pajak negara. Selain itu, sumber penerimaan pajak dari PPh juga mengalami 
peningkatan selama sepuluh tahun terakhir.  Salah  satu  penyumbang penerimaan  pajak  
penghasilan  adalah  pajak penghasilan yang dibayarkan oleh subjek pajak UMKM 
(Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). 
Sebuah kegiatan usaha yang memiliki hasil usahanya maksimal Rp50 milyar 
pertahun dikategorikan sebagai Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM).  UMKM 
merupakan salah satu usaha yang mendominasi perekonomian Indonesia pada tahun 2017 
dimana sejumlah 60,3 % pendapatan bruto pemerintah  adalah berasal dari UMKM, 
disamping itu UMKM berhasil menyerap lebih dari 90 persen dari total tenaga kerja 
Indonesia. Informasi berdasarkan data Kementerian Koperasi & UKM, setiap tahunnya 
jumlah pertumbuhan UMKM di Indonesia terus meningkat, terlihat bahwa UMKM 
merupakan jenis usaha yang lebih dominan di Indonesia. sejak tahun 2010 ketika 
usaha besar mulai melambat, usaha mikro-kecil cukup stabil.  Hal ini dapat dilihat dari 
banyaknya badan usaha yang berdiri. Jumlah pelaku UMKM lebih dari 60 juta pelaku 
usaha pada tahun 2017 yang tersebar diseluruh Indonesia. Dalam waktu sepuluh tahun 
terakhir jumlah pelaku UMKM di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan (Gambar 1). 
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Gambar 1. 
Perkembangan Unit Usaha RI 
Sumber : Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 
Indonesia 
 
Sejak Peraturan Perpajakan  Nomor 46 Tahun 2013, sebuah badan usaha yang 
memiliki memiliki peredaran bruto atau omzet di bawah Rp4,8 Miliar dalam setahun 
wajib untuk membayar pajak penghasilan kepada pemerintah, PPh final UMKM ini 
diberlakukan sejak 1 Juli 2013.  Kontribusi Penerimaan dari UMKM Pembayaran PPh 
UMKM (PPh Final) pada  tahun 2017 berkontribusi sebesar 2.2% terhadap total 
penerimaan PPh yang dibayar sendiri oleh WP (WP Badan dan  WP OP). Menurut Tatik 
(2018) menyebutkan beberapa penyebabnya adalah fakta bahwa DJP (Direktorat 
Jenderal Pajak) lebih fokus pada Wajib Pajak besar sedangkan pengawasan kepada 
pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan dan kepatuhan pajak pelaku UMKM juga 
masih rendah. Meskipun kontribusi tersebut relatif kecil, namun menunjukkan tren 
peningkatan pada periode 2013-2017 (Gambar 2). Propinsi Banten, termasuk kota 
Tangerang, merupakan salah satu dari 7 provinsi yang memberikan kontribusi terbesar 
penyumbang 80% dari total  penerimaan pajak PPh UMKM Indonesia pada  tahun 2017. 
 
Gambar 2. 
Komposisi Penerimaan PPh UMKM 2013-2017  
Sumber:  Data DJP 
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Pemerintah terus memperhatikan pajak yang diterapkan pada UMKM, terlihat 
dengan adanya perubahan peraturan perpajakan, pada tahun 2018, adanya Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas 
Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki 
Peredaran Bruto Tertentu, ada tarif Khusus Pajak Penghasilan bagi usaha yang memiliki 
peredaran brotp tertentu, khususnya UMKM, sebagai imbal dari pemerintah atas 
kepatuhan WP UMKM dalam membayar pajak dengan menurunkan tarif pajak UMKM 
sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan dalam upaya pemerintah untuk tetap 
memberikan peluang usaha tersebut mendapatkan laba yang lebih tinggi. 
Berbagai penelitian yang telah dilakukan yang membahas mengenai kepatuhan 
wajib pajak dengan berbagai subyek WP di berbagai daerah.  Diantaranya adalah 
penelitian yang dilakukan oleh Prawagis dan Mayowan (2016) yang membuktikan 
bahwa  persepsi tarif pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Ananda, dkk. (2015) 
membuktikan bahwa sosialisai perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan 
memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak  Penelitian lainnya Evi, dkk. ( 2018) bahwa ketaatan wajib pajak probadi UMKM 
disebabkan karena pemahaman peraturan perpajakan, semakin  tinggi  pemahaman 
Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan cenderung 
meningkat.  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  yang  berhubungan  dengan kualitas 
pelayanan petugas pajak, Asfa dan Meiranto (2017), Caroko, dkk. ( 2015) yang 
menyebutkan bahwa para wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakan dalam hal 
membayar pajak terutang dan selanjutnya melaporkan SPT jika petugas pajak 
memberikan mutu pelayanan terbaik kepada wajib pajak. Pelayanan perpajakan 
merupakan pelayanan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) kepada Wajib Pajak untuk 
membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Angelia dan 
Fajriana (2019) memberikan bukti bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM setelah 
penerapan PP No 23 Tahun 2018 dipengaruhi oleh sosialisasi petugas pajak dan tingkat 
pemahaman wajib pajak. 
Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam hal peraturan 
perpajakan yang berlaku sebelumnya   untuk   pelaku   UMKM   adalah   Peraturan   
Pemerintah   Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, sedangkan dalam penelitian 
ini peraturan perpajakan yang diberlakukan bagi pelaku UMKM yaitu Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, sehingga diharapkan dengan 
pengetahuan akan peraturan perpajakan terbaru pada Wajib Pajak UMKM akan 
mendorong tingkat pemenuhan kepatuhan perpajakan pada pelaku UMKM serta dengan 
menambah variabel bebas. 
Latar belakang dari informasi serta penelitian diatas mendorong peneliti untuk 
melakukan penelitian mengenai factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar 
pajak pada UMKM terutama yang berdomisili di Tangerang dan sekitarnya. Tujuan 
penelitian ini adalah  untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris faktor faktor 
yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada pengusaha UMKM di Kabupaten 
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Tangerang (yaitu faktor perubahan tarif pajak pemahaman peraturan  perpajakan, kualitas 
pelayanan petugas pajak) khususnya melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 
23 tahun 2018. 
 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
Tinjauan Pustaka 
Pada penelitian ini, terdapat beberapa teori utama yang mendasari konsep 
pengembangan hipotesis. Teori-teori tersebut  adalah  Theory of Tax Compliance, Theory 
of Reasoned Action, Theory of Reasoned Action. Theory of Planned Behavior, Social 
Learning Theory.  
Dalam Theory of Tax Compliance yang pertama kali dikemukakan oleh Allingham 
dan Sandmo (1972) berkeyakinan tidak ada individu yang bersedia membayar pajak 
secara sukarela (voluntary compliance), oleh sebab itu individu akan selalu menentang 
untuk membayar pajak (risk aversion). Theory of reasoned action (teori perilaku 
terencana) merupakan teori yang dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen 
(1975), dalam teori ini sebuah perilaku dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat dipengaruhi 
oleh sikap dan norma subjektif. Niat menentukan seseorang untuk melakukan suatu 
perilaku atau tidak melakukan suatu perilaku (Asfa  dan Meiranto, 2017:2). Theory of 
planned behavior dikembangkan oleh Icek Ajzen (1991) yang merupakan perkembangan 
dari theory of reasoned action yang memiliki hubungan dengan perilaku individu. Jika 
theory of reasoned action berhubungan dengan variabel minat berperilaku, sikap, dan 
norma subjektif sedangkan dalam theory of planned behavior dikembangkan satu 
variabel yaitu kontrol keperilakuan yang dipersepsikan.  Social Learning Theory yang 
dikemukan oleh Albert Bandura (1997) menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar 
bahwa lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Robbins and Judge, 2015).  Teori 
pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam 
memenuhi kewajibannya membayar pajak (Purnaditya dan Rohman, 2015). Seseorang 
akan patuh membayar pajak tepat waktu jika melalui pengamatan dan pengalaman 
langsung, uang pajak yang dibayarkan telah memberikan kontribusi nyata pada 
pembangunan di wilayahnya.  
 
Perubahan Tarif Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, dan Kualitas 
Pelayanan Petugas Pajak 
Perubahan berhubungan dengan tarif pajak yang dimaksud dalam penelitian ini 
yaitu keadaan dimana pemerintah beberapa kali membuat kebijakan baru yang 
berdampak pada perubahan tarif pajak untuk mendorong penerimaan pajak. Tarif pajak 
menurut Ananda, dkk. (2015) adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak 
terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak.  
Resmi (2019) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan 
perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan 
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mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman 
perturan perpajakan yang maksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata 
cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat 
Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu 
pembayaran atau pelaporan SPT.  Kualitas pelayanan adalah seluruh pelayanan terbaik 
yang diberikan untuk tetap menjaga kepuasan bagi wajib pajak di KPP (Kantor Pelayanan 
Pajak) dan dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan (Susmita dan Supadmi, 
2016).  
 
Perumusan Hipotesis 
1. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 
Tarif pajak adalah jumlah atau presentase (%) yang digunakan untuk 
menentukan pajak terutang yang dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga jika terjadi 
perubahan dalam penentuan tarif dan besaran penghasilan maka akan berdampak 
pada besaran jumlah pajak yang terutang. Dengan adanya perubahan tarif pajak ini 
bertujuan untuk mendorong peran serta wajib pajak dalam menggali potensi 
penerimaan negara dari sektor pajak. Semakin pemerintah adil dalam menentukan 
tarif pajak, akan semakin meningkat ketaatan wajib pajak untuk membayar pajak.  
Dalam Theory of Tax Compliance individu akan selalu menentang untuk 
membayar pajak (risk aversion), namun dengan adanya perubahan tarif pajak yang 
menguntungkan akan mendorong wajib pajak untuk patuh.  Theory of reasoned 
action (teori perilaku terencana), Theory of planned behavior dengan adanya 
perubahan peraturan ini maka ada minat berperilaku, sikap, dan norma subjektif. 
Menurut Mustofa dkk., (2016:3) secara teoritis pajak yang dikenakan atas 
penghasilan akan mengurangi jumlah penghasilan sebesar pajak yang terutang. 
Karena besaran pajak terutang ditentukan besarnya tarif dan besarnya penghasilan 
yang dikenai pajak, maka apabila terjadi perubahan tarif akan berdampak pada 
perubahan besarnya pajak yang dikenakan. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak 
yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak terutang dari objek pajak. Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan 
atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang 
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, memberikan tarif pajak yeng bersifat final 
sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan. 
Penelitian yang dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP 
Pratama Malang Selatan tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif 
pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menyimpulkan 
bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi UMKM (Evi, dkk. 2018), demikian juga Cahyani dan Noviari  
(2019) membuktikan hasil yang sama. 
H1: Perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM. 
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2. Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak UMKM. 
Pemerintah memiliki tugas untuk mensosialisasikan peraturan perpajakan 
terbaru kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM, tujuannya adalah untuk 
mendorong peran serta pelaku UMKM dalam hal menambah pengetahuan dan 
pemahaman akan peraturan perpajakan. Pengetahuan peraturan perpajakan yang 
dimaksud adalah dengan mengetahui tentang ketentuan umum dan tata cara 
perpajakan yang meliputi cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), 
pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan 
SPT, sehingga semakin tinggi pengetahuan peraturan perpajakan yang dimiliki 
pelaku UMKM maka akan memberikan persepsi kepada wajib pajak untuk sadar akan 
pemenuhan kewajiban perpajakanannya. Wajib pajak tersebut dapat mengaplikasikan 
pengetahuan itu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Social Learning Theory yang menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar bahwa 
lewat pengamatan dan pengalaman langsung, Seseorang akan patuh membayar pajak 
tepat waktu jika melalui pengamatan dan pengalaman langsung.   Pengetahuan adalah 
hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak mengerti menjadi mengerti dan 
menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Pengetahuan perpajakan berfungsi 
sebagai pedoman wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya yaitu 
menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang yang harus 
dibayarkan (Lestari, 2017). Menurut Asfa  & Meiranto (2017) pengetahuan dan 
pemahaman perpajakan diukur menggunakan indikator melalui beberapa indikator 
yaitu kepemilikan NPWP, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan 
kewajiban wajib pajak. pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, 
pengetahuan dan pemahaman PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP 
(Penghasilan Kena Pajak) dan tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan 
melalui sosialisasi dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak) ataupun pelatihan perpajakan. 
Dari pernyataan tentang pengetahuan perpajakan di atas terkait dengan 
kepatuhan wajib pajak UMKM dalam penelitian ini, pengetahuan peraturan 
perpajakan merupakan pedoman yang dijadikan dasar oleh wajib pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan atas Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 diharapkan dapat mendorong wajib pajak 
untuk mengimplementasikan apa yang ada dalam peraturan tersebut sehingga dapat 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajaknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
(Asfa & Meiranto, 2017) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang 
memiliki usaha dan tercatat di KPP Pratama Semarang Barat disimpulkan bahwa 
pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
H2: Pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM. 
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3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM 
Pelayanan sektor perpajakan merupakan pelayanan oleh DJP (Direktorat 
Jenderal Pajak) kepada Wajib Pajak untuk membantu Wajib Pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya. Pelayanan tersebut termasuk dalam pelayanan publik 
karena dilakukan oleh instansi pemerintahan, yang bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat pada umumnya maupun dalam rangka mematuhi Undang-
Undang yang tidak berorientasi pada keuntungan pribadi. Kualitas pelayanan adalah 
seluruh pelayanan terbaik yang diberikan untuk tetap menjaga kepuasan bagi wajib 
pajak di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dan dilakukan berdasarkan undang-undang 
perpajakan (Susmita & Supadmi, 2016). Jika kualitas interaksi, lingkungan, dan hasil 
kualitas pelayanan yang diberikan KPP sudah baik maka hal tersebut dapat 
memberikan persepsi positif terhadap pajak yang diharapkan dapat meningkatkan 
motivasi wajib pajak untuk patuh dalam pemenuhan kewajiban pajak. 
Kualitas pelayanan yang baik dapat mendorong wajib pajak bereaksi positif 
terhadap sikap tersebut yang ditemukan melalui pengamatan dan pembelajaran.hal 
ini didasarkan dari  social learning theory, theory of reasoned action dimana perilaku 
dipengaruhi oleh niat.  
Definisi pelayanan pajak menurut Caroko dkk., (2015) adalah suatu proses 
bantuan kepada Wajib Pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan 
dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. DJP 
(Direktorat Jenderal Pajak) perlu meningkatkan pelayanan pajak yang baik sesuai 
ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, agar menunjang kepatuhan wajib 
pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan tercapainya tujuan pemerintah 
untuk melaksanakan pembangunan negara dengan baik. Penelitian yang dilakukan 
pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Singosari salah satu instansi di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III tentang 
pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak 
terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak, menunjukkan 
hasil bahwa kualitas pelayanan pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi 
dalam membayar pajak didapat hasil yang signifikan (Caroko dkk., 2015).  
H3: Kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM.  
 
 
 
 
 
3. METODOLOGI  
 
Rancangan Penelitian 
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Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu suatu metode penelitian 
yang digunakan untuk mengungkapkan besar atau kecil pengaruh antar variabel yang 
dinyatakan dalam angka-angka. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data-
data yang merupakan faktor-faktor yang memiliki pengaruh antara variabel-variabel yang 
akan dianalisis dalam sebuah penelitian dengan menggunakan alat analisis yang sesuai 
dengan variabel-variabel dalam penelitian. Sifat penelitian ini adalah pengujian hipotesis, 
dimana hipotesis digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis yang 
dimaksud dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antara perubahan tarif pajak, 
pengetahuan peraturan perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak dan kepatuhan wajib 
pajak UMKM di wilayah Kabupaten Tangerang. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Sumber data 
primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para pelaku UMKM di wilayah 
Kabupaten Tangerang (cross section). Untuk mengukur pendapat responden 
menggunakan skala likert atau skala interval 1 sampai 4 untuk mengukur sikap, pendapat 
dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2017).  
 
Prosedur Pengumpulan Data 
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak 
badan yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final 
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 yang 
berada di wilayah Kabupaten Tangerang. Daerah Kabupaten Tangerang memiliki 29 (dua 
puluh sembilan) Kecamatan yaitu: Balaraja, Cikupa, Cisauk, Cisoka, Curug, Gunung 
Kaler, Jambe, Jayanti, Kelapa Dua, Kemiri, Kresek, Kronjo, Kosambi, Legok, Mauk, 
Mekarbaru, Pagedangan, Pakuhaji, Panongan, Pasar Kemis, Rajeg, Sepatan, Sepatan 
Timur, Sindang Jaya, Solear, Sukadiri, Sukamulya, Teluknaga, dan Tigaraksa.  
Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience 
sampling, sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja orang yang kebetulan bertemu 
dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan 
ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2017). Peneliti dalam pengambilan 
data akan menggunakan siapa saja yang ditemui dan berada dalam objek penelitian untuk 
dijadikan sumber data. 
 
Pengukuran Variabel 
Setiap variabel pada penelitian ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan dari 
beberapa sumber dan mengukur pendapat responden menggunakan skala likert atau 
skala  interval 1 sampai 4,  Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) Angka 2 = Tidak Setuju 
(ST), Angka 3 = Setuju (S), Angka 4 = Sangat Setuju (SS) 
Tabel 1 
Parameter Variabel – Variabel dalam Penelitian 
 
Variabel Indikator 
Jumlah 
Pertanyaan 
Skala 
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Perubahan Tarif 
Pajak 
(Ramdan, 2017) 
Definisi tarif pajak 1 Skala 
Interval Dampak perubahan tarif pajak UMKM. 4 
 
Pengetahuan 
Peraturan 
Perpajakan 
(Lestari, 2017) 
Definisi pajak dan objek pajak. 3 
Skala 
Interval 
Kepemilikan NPWP. 1 
Pengetahuan wajib pajak dari sosialisai, training, 
seminar, dll  
1 
Pengetahuan wajib pajak mengenai tarif pajak, 
menghitung, membayar, mengisi SPT pajak, waktu, 
pembayaran pajak dan pelaporan SPT. 
3 
Kualitas 
Pelayanan Petugas 
Pajak (Cahyanti, 
2017) 
Sikap dan perilaku petugas pajak dalam melayani wajib 
pajak. 
3  
Skala 
Interval 
Pengetahuan  dan  pemahaman petugas pajak. 2 
Kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak. 3 
Kepatuhan Wajib 
Pajak 
(Ramdan, 2017) 
Kemauan wajib pajak dalam mendaftarkan NPWP. 1 
Skala 
Interval 
Wajib pajak melakukan perhitungan pajak terutang 
sesuai ketentuan perpajakan. 
1 
Wajib pajak membayar dan melunasi pajak terutang. 1 
Wajib pajak mengisi dan melaporkan SPT pajak sesuai 
ketentuan perpajakan. 
2 
Wajib pajak melunasi atas kekurangan pembayaran      
dan sanksi pajak. 
1 
Sumber: Kuesioner penelitian terdahulu 2017 
Data diolah kembali oleh penulis (2019) 
 
Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis 
Uji analisis data terdiri dari uji kualitas data dan uji asumsi klasik.  Pada pengujian 
kualitas data, penelitian ini melakukan Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan 
Pearson’s Product Moment Coefficient. Uji reabilitas dalam penelitian ini menggunakan 
teknik cronbach alpha. Uji Asumsi Klasik terdiri dari Uji normalitas Uji 
Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas.   Uji normalitas  diuji dengan pengujian 
Kolmogorov-Smirnov, uji multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance (toleran) maupun 
Varian Inflation Factor (VIF). Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini  menggunakan 
uji glejser. 
Metode pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear 
berganda dengan melakukan uji R2 untuk pengujian koefisien determinan dan 
menunjukan seberapa jauh model penelitian ini Uji Hipotesis, kemujian melakukan Uji 
F serta  Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 
 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
Demografi Responden  
Dari 115 responden, Karakteristik responden berdasarkan usia menunjukkan 
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mayoritas responden berusia  20-35  tahun  yaitu  sebanyak  55  orang  (47,8%).  
Mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 66 orang (57,4%), 
sedangkan responden perempuan yaitu sebanyak 49 orang (42,6%). Latar belakang 
pendidikan mayoritas adalah SMS/ sederajat yaitu sebanyak 65 orang (56,5%), 
responden berpendidikan tertinggi Magister dengan jumlah sebanyak 6 orang (5,2%) .   
Mayoritas jenis usaha responden adalah UD (Usaha Dagang) yaitu 72 orang 
(62,2%), sedangkan jenis usaha PT (Perseroan Terbatas) yaitu 15 orang (13%),  
sedangkan  jenis  usaha  CV  (Perusahaan  Komanditer)  yaitu  10  orang (8,7%),  dan  
lainnya  18  orang  (15,7%).  Mayoritas  responden  UMKM  di Kabupaten Tangerang 
memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yaitu 94 orang (81,7%), dan 21 orang 
(18,3%) tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), serta mayoritas para 
responden memiliki omset dari usahanya paling tinggi 600 juta. 
 
Tabel  2 
Demografi Responden 
 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Usia 
20 s/d 35 Tahun 55 47,8 
36 s/d 50 Tahun 46 40,0 
51 s/d 65 Tahun 14 12,2 
> 65 Tahun 0 0,0 
Jenis Kelamin 
Laki-Laki 66 57,4 
Perempuan 49 42,6 
Pendidikan Terakhir 
SD 4 3,5 
SMP/Sederajat 8 7,0 
SMA/Sederajat 65 56,5 
Diploma 10 8,7 
Sarjana 22 19,1 
Magister 6 5,2 
Jenis Kepemilikan Usaha 
Perseorangan 92 80 
Badan 23 20 
Jenis Usaha 
PT (Perseroan Terbatas) 15 13 
CV (Perusahaan Komanditer) 10 8,7 
UD (Usaha Dagang) 72 62,6 
Lainya 18 15,7 
Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 
Ya 94 81,7 
Tidak 21 18,3 
Merupakan PKP (Pengusaha Kena Pajak) 
Ya 23 20 
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Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Tidak 92 80 
Lama Usaha 
< 1 Tahun 9 7,8 
1 s/d 3 Tahun 59 51,3 
4 s/d 7 Tahun 38 33,0 
>7 Tahun 9 7,8 
Omset per tahun 
< 600 Juta 95 82,6 
600 Juta s/d < 1 Miliar 16 13,9 
1 Miliar s/d < 4,8 Miliar 3 2,6 
> 4,8 Miliar 1 0,9 
Sumber: Data primer (2019) 
 
Analisis Statistik Deskriptif 
Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif dilakukan guna memberikan 
gambaran atau deskripsi dari rata-rata (mean), standar deviasi setiap variabel yaitu 
kepatuhan wajib pajak, perubahan tarif pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan 
kualitas pelayanan petugas pajak. 
Tabel 3 
Statistik Deskriptif   
 
Indikator Mean 
Standar 
Deviasi 
Kepatuhan Wajib Pajak 3,04 0,49 
Perubahan Tarif Pajak 3,03 0,50 
Pengetahuan Peraturan Perpajakan 3,03 0,41 
Kualitas Pelayanan Petugas Pajak 3,02 0,49 
Sumber: Data primer diolah, SPSS 24 (2019) 
 
Berdasarkan informasi tabel 3 di atas, diperoleh nilai rata-rata variabel kepatuhan 
wajib pajak sebesar 3,04 artinya kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten 
Tangerang baik. Nilai rata-rata variabel perubahan tarif pajak sebesar 3,03 artinya 
perubahan tarif pajak pada UMKM di Kabupaten Tangerang memahami perubahan 
tarif pajak dengan baik. Nilai  rata-rata variabel pengetahuan peraturan perpajakan 
sebesar 3,03 artinya pengetahuan peraturan perpajakan pada UMKM di Kabupaten 
Tangerang rata-rata baik. Nilai rata-rata variabel kualitas pelayanan petugas pajak 
sebesar 3,02  artinya kualitas pelayanan petugas pajak pada UMKM di Kabupaten 
Tangerang baik 
Uji Kualitas Data 
Hasi uji validitas dan uji validitas menunjukkan semua item pada variabel 
penelitian ini memiliki nilai rhitung  ≥ rtabel = 0,176, artinya semua item pada 
variabel kepatuhan wajib pajak valid dan mampu untuk mengungkapkan variabel yang 
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diukur. Hasil uji realibilitas diperoleh  nilai  Cronbach  alpha  dari  semua variabel 
penelitian menunjukkan lebih dari 0,60, sehingga jawaban dari responden dari setiap 
variabel penelitian tersebut reliabel sehingga dapat digunakan untuk penelitian 
selanjutnya. 
 
Hasil Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas menunjukan model regresi variabel independen dan variabel 
dependen dalam penelitian ini atau keduanya memiliki distribusi normal, dimana nilai 
signifikan Kolmonogorov-Smirnov adalah 0,124 atau sig lebih dari  0,05. Hasil Uji 
Multikolinearitas menunjukan model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 
bebas dimana nilai tolerance setiap variabel bebas lebih dari  0.10, yaitu Perubahan Tarif 
Pajak (X1)  sebesar 0,584, Pengerahuan Peraturan Perpajakan (X2) sebesar  0,440, dan 
Kualitas Pelayanan Petugas Pajak (X3) sebesar 0,450. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
dengan uji glejser menunjukan tingkat signifikansinya > 0,05, yaitu Perubahan Tarif 
Pajak (X1) nilai signifikasi 0, 350, kemudian Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X2) 
nilai signifikasi 0,073, dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak (X3) nilai signifikasi 0,166 
 
Hasil Pengujian Hipotesis 
Uji regresi linier berganda yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu uji koefisien 
determinasi (adjusted R2), uji signifikansi (Uji F), dan uji signifikansi parameter 
individual (uji t). 
 
Tabel 4 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 
 
Model Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 0,474 0,35794 
Sumber: Data primer diolah SPSS 24 (2019) 
 
Hasil Adjusted R
2 
pada tabel 4 menunjukkan sebesar 0,474 atau 47,4%. Hal ini 
berarti variabel perubahan tarif pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan kualitas 
pelayanan petugas pajak memiliki pengaruh kontribusi sebesar 47,4% terhadap variabel 
kepatuhan wajib pajak sedangkan sisanya yaitu 100% dikurangi 47,4% sebesar 52,6% 
dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penelitian. 
 
 
 
Tabel 5 
 Hasil Uji Simultan (Uji F) 
 
Model F Sig. Kesimpulan 
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1 
Regression 35,191 0,000 
Berpengaruh 
secara simultan 
Residual   
Total   
Sumber: Data primer diolah SPSS 24 (2019) 
 
Tabel 5 hasi uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari  
0,05. Sehingga dapat  disimpulkan bahwa variabel perubahan tarif  pajak, 
pengetahuan peraturan perpajakan, dan kualitas pelayanan petugas pajak secara 
simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau dapat 
diartikan model sudah layak digunakan. 
 
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 
 
Tabel 6  
Hasil Uji Parsial (Uji t) 
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients t 
Sig. One 
Tailed 
Kesimpulan 
Beta 
1 (Constant) 0,494 1,892 0,031  
Perubahan Tarif Pajak (X1) 0,188 2,163 0,017 Diterima 
Pengerahuan Peraturan Perpajakan (X2) 0,304 2,440 0,008 Diterima 
Kualitas Pelayanan Petugas Pajak (X3) 0,350 3,481 0,001 Diterima 
Sumber: Data primer diolah, SPSS 24 (2019) 
 
Pembahasan Hasil Penelitian 
1. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 
Tarif pajak adalah jumlah atau presentase (%) yang digunakan untuk 
menentukan pajak terutang yang dibayarkan oleh wajib pajak. Jadi jika terjadi 
perubahan dalam penentuan tarif dan besaran penghasilan maka akan berdampak 
pada besaran jumlah pajak yang terutang. Dengan adanya perubahan tarif pajak ini 
bertujuan untuk mendorong peran serta wajib pajak dalam menggali potensi 
penerimaan negara dari sektor pajak. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh perubahan tarif pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi di bawah 
0,05, sehingga hipotesis 1 (H1) diterima. Nilai koefisien variabel perubahan tarif 
pajak sebesar 0,192 menunjukkan nilai positif sehingga semakin tinggi perubahan 
tarif pajak maka kepatuhan wajib pajak juga semakin baik. Variabel perubahan tarif 
pajak merupakan variabel paling kecil pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Tarif pajak menurut Ananda dkk., (2015) adalah ketentuan persentase (%) atau 
jumlah (rupiah) pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan 
dasar pajak atau objek pajak. Menurut Mustofa dkk., (2016) secara teoritis pajak 
yang dikenakan atas penghasilan akan mengurangi jumlah penghasilan sebesar pajak 
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yang terutang, karena besaran pajak terutang ditentukan besarnya tarif dan besarnya 
penghasilan yang dikenakan pajak, maka apabila terjadi perubahan tarif akan 
berdampak pada perubahan besarnya pajak yang dikenakan. Jadi tarif pajak adalah 
dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak terutang dari 
objek pajak.  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak 
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak 
yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, memberikan tarif pajak yeng bersifat final 
sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan. Hasil 
penelitian ini sejalan dengaan penelitian Evi, dkk. (2018) dan  Cahyani dan Noviari 
(2019) yang menyimpulkan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. 
 
2. Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak UMKM. 
Pemerintah memiliki tugas untuk mensosialisasikan peraturan perpajakan 
terbaru kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM, tujuannya adalah untuk 
mendorong peran serta pelaku UMKM dalam hal menambah pengetahuan dan 
pemahaman akan peraturan perpajakan. Pengetahuan peraturan perpajakan yang 
dimaksud adalah dengan mengetahui tentang ketentuan umum dan tata cara 
perpajakan yang meliputi cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), 
pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan 
SPT. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh pengetahuan peraturan 
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hal ini dibuktikan dengan nilai 
signifikansi di bawah 0,05, sehingga hipotesis 2 (H2) diterima. Nilai koefisien 
variabel pengetahuan peraturan perpajakan sebesar 0,250 menunjukkan nilai positif 
sehingga semakin tinggi pengetahuan peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib 
pajak juga semakin baik. Variabel pengetahuan peraturan perpajakan merupakan 
variabel kedua yang dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Menurut Caroko dkk., (2015) pengetahuan peraturan perpajakan adalah segala 
informasi yang diketahui mengenai perpajakan yang dapat digunakan wajib pajak 
sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah 
atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang 
perpajakan. 
Pengetahuan perpajakan berfungsi sebagai pedoman wajib pajak dalam 
melaksanakan kewajiban pajaknya yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan 
jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan (Lestari, 2017:3). Menurut Asfa  & 
Meiranto (2017) pengetahuan dan pemahaman perpajakan diukur menggunakan 
indikator berikut: (1) kepemilikan NPWP; (2) pengetahuan dan pemahaman 
mengenai hak dan kewajiban wajib pajak; (3) pengetahuan dan pemahaman 
mengenai sanksi perpajakan; (4) pengetahuan dan pemahaman PTKP (Penghasilan 
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Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak) dan tarif pajak, (5) pengetahuan 
dan pemahaman perpajakan melalui sosialisasi dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak) 
ataupun pelatihan perpajakan. 
Dari kedelapan item pada variabel pengetahuan peraturan perpajakan, respoden 
menilai jawaban paling tinggi pada pernyataan pajak merupakan sumber penerimaan 
negara terbesar, artinya mayoritas responden sangat setuju mengenai pajak adalah 
sumber penerimaan negara terbesar, sedangkan rata-rata yang terendah pada item 
yang menyatakan responden mengetahui keterlambatan pembayaran pajak dan 
pelaporan SPT akan dikenakan sanksi yang berlaku, artinya pengetahuan responden 
mengenai sanksi apabila mengalami keterlambatan pembayaran pajak dan pelaporan 
SPT masih perlu ditingkatkan karena rata-rata mayoritas responden masih rendah 
jika dibandingkan dengan item lain. 
Pengetahuan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2018 diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk mengimplementasikan apa 
yang ada dalam peraturan tersebut sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib 
pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Asfa  dan 
Meiranto, 2017) yang diperoleh kesimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman 
perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi. Artinya semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan 
perpajakan, maka Wajib Pajak akan cenderung menjadi patuh untuk menjalankan 
kewajiban perpajakan. 
 
3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM. 
Pelayanan sektor perpajakan merupakan pelayanan oleh DJP (Direktorat 
Jenderal Pajak) kepada Wajib Pajak untuk membantu Wajib Pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya. Pelayanan tersebut termasuk dalam pelayanan publik 
karena dilakukan oleh instansi pemerintahan, yang bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat pada umumnya maupun dalam rangka mematuhi Undang-
Undang yang tidak berorientasi pada keuntungan pribadi. Kualitas pelayanan adalah 
seluruh pelayanan terbaik yang diberikan untuk tetap menjaga kepuasan bagi wajib 
pajak di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dan dilakukan berdasarkan undang-undang 
perpajakan (Susmita dan Supadmi, 2016). Jika kualitas interaksi, lingkungan, dan 
hasil kualitas pelayanan yang diberikan KPP sudah baik maka hal tersebut dapat 
memberikan persepsi positif terhadap pajak yang diharapkan dapat meningkatkan 
motivasi wajib pajak untuk patuh dalam pemenuhan kewajiban pajak. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh kualitas pelayanan petugas 
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hal ini dibuktikan dengan nilai 
signifikansi di bawah 0,05, sehingga hipotesis 3 (H3) diterima. Nilai koefisien 
variabel kualitas pelayanan petugas pajak sebesar 0,353 menunjukkan nilai positif 
sehingga semakin bagus kualitas pelayanan petugas pajak maka kepatuhan wajib 
pajak juga semakin baik. Variabel kualitas pelayanan petugas pajak merupakan 
J I P A K  2 0 2 0  | 87 
 
variabel pertama yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Terdapat  lima dimensi kualitas pelayanan jasa yaitu sebagai berikut: bukti fisik 
(tangibles), keandalan (reability), ketanggapan (responsiveness), jaminan 
(assurance), dan memberikan perhatian (empathy)  (Fuadi dan Mangoting, 2013:20). 
Pelayanan pajak menurut Caroko, dkk  (2015:3) adalah suatu proses bantuan 
kepada Wajib Pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan 
hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. DJP (Direktorat 
Jenderal Pajak) perlu meningkatkan pelayanan pajak yang baik sesuai ketentuan 
undang-undang perpajakan yang berlaku, agar menunjang kepatuhan wajib pajak 
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan tercapainya tujuan pemerintah untuk 
melaksanakan pembangunan negara dengan baik. Menurut Purnaditya dan Rohman 
(2015) pelayanan yang berkualitas yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas 
pajak secara maksimal dan memperoleh nilai kepuasan yang baik dari wajib pajak 
dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta 
harus dilakukan secara terus-menerus. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Asfa dan 
Meiranto, 2017) yang menunjukkan hasil bahwa pelayanan fiskus memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
Kualitas pelayanan yang baik akan dapat menumbuhkan rasa patuh dalam membayar 
wajib pajak, karena kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai berupa 
kecepatan dan ketanggapan atas keluhan dan kesulitan Wajib Pajak, pemberian 
informasi dengan jelas & mudah dimengerti mengenai Wajib Pajak, memberikan 
pemahaman dengan jelas terkait mekanisme pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan), 
dan Petugas Pajak memberikan pelayanan yang sangat dan sesuai dengan harapan 
masyarakat dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. 
 
 
5. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
Simpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM yaitu tingkat perubahan tarif 
pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak dengan 
jumlah responden pelaku UMKM di Kabupaten Tangerang sebanyak 115 orang, maka 
diperoleh simpulan  adalah perubahan tarif pajak, Pengetahuan peraturan perpajakan, dan 
Pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
pada pengusaha UMKM di Kabupaten Tangerang; 
 
Implikasi 
Pada penelitian terdapat implikasi yang diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak 
yang berkepentingan. Implikasi dari penelitian ini adalah implikasi teoritis dan empiris, 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dalam mengembangkan teori dan 
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pengetahuan, serta  memotivasi bagi para peneliti ataupun akademiki dalam melakukan 
pembelajaran dan penelitian tentang perpajakan, khususnya tentang kepatuhan wajib 
pajak.  Implikasi praktis, hasil penelitian menunjukkan pengetahuan peraturan 
perpajakan, perubahan peraturan, serta kualitas pelayana pajak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak, berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan Pemerintah Indonesia 
dapat lebih intensif dalam memberikan sosialisasi pajak kepada masyarakat baik secara 
individu maupun kolektif agar dapat lebih bagaimana cara menyampaikan Surat 
Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu 
pembayaran atau pelaporan SPT, serta senantiasa meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakan melalui kemudahan dalam pembayaran pajak, Pemerintah juga harus 
tanggap terhadap kondisi wajib pajak dengan memberikan kebijakan yang 
menguntungkan bagi wajib pajak seperti perubahan tarif  pajak yang diterapkan sejak 
2018 untuk usaha tertentu   
 
Saran 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, adapun saran untuk peneliti 
selanjutnya yaitu dilihat dari hasil Adjusted R2 sebesar 47,4% sedangkan 52,6% 
dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar variabel penelitian, sehingga peneliti 
selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya yang diduga memiliki pengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak seperti pembayaran pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak 
dan sosialisasi perpajakan.  Disamping itu, berdasarkan informasi Direktorat Jendral 
Pajak bahwa disamping Banten masih ada 6 propinsi lainnya yang menjadi mayoritas 
wajib pajak UMKM, maka untuk penelitian selanjutnya dapat mengambil sampel yang 
berbeda seperti DKI Jakarta, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatra 
Utara. Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan penelitian ini dengan 
melakukan perbandingan responden berdasarkan omzet yang diperoleh, mengingat 
jumlah omzet juga akan mempengaruhi besaran perusahaan serta kepatuhan responden 
untuk membayar pajak. 
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